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Pertanyaan
1. Bagaimana implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006), 
khususnya terkait dengan aturan syarat pendirian rumah ibadat?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan PBM 
2006, khususnya terkait dengan aturan pendirian rumah ibadat?

3. Rekomendasi apa yang dapat diajukan untuk perbaikan kebijakan
pendirian rumah ibadat dalam rangka menjamin hak atas
kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?



Metodologi

Penelitian kualitatif

Studi dokumen dan 
wawancara mendalam 

semi-terstruktur (22 
narasumber)

Analisis kualitatif



Kajian Pustaka

Hak atas 
Kebebasan 

Beragama dan 
Berkeyakinan

Teori Evaluasi 
Implementasi 

Kebijakan: Grindle

Teori Peraturan 
Perundang-
undangan



Temuan (1)
• PBM 2006 justru menjadi dasar untuk mempersulit umat beragama

dan berkeyakinan untuk mendirikan rumah ibadat. 
• PBM 2006 dinilai sebagai kebijakan yang administratif dan tidak

menjamin dan memenuhi hak terkait pendirian rumah ibadat.
• PBM 2006 dinilai diskriminatif dan tidak inklusif, serta tidak

berperspektif pemenuhan hak dalam beribadat.



Temuan (2)
• Terkait konten kebijakan, izin pendirian rumah ibadat juga tak lepas dari

konflik kepentingan yang beragam, misalnya kepentingan kelompok
mayoritas; lalu belum adanya sinergi; belum optimalnya peran dan kinerja
pemerintah dalam memfasilitasi izin pendirian rumah ibadat di Indonesia; 
serta pendekatan aparat TNI/Polri juga memperkeruh konflik seputar
pendirian rumah ibadat.
• Terkait konteks kebijakan, komposisi dari FKUB kurang tepat.
• PBM 2006 belum bisa mengakomodasi hak asasi manusia untuk

beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 
tanpa diskriminasi ataupun hambatan lainnya, termasuk izin pendirian
rumah ibadat.



Temuan (3)
• Merevisi aturan persyaratan izin pendirian rumah ibadat yang diskriminatif dan 

multitafsir.
• Membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif dengan hasil yang 

mengikat.
• Meningkatkan perspektif HAM bagi aparat TNI/Polri dalam konflik terkait pendirian

rumah ibadat.
• Mendorong penafsiran dan pelaksanaan PBM 2006 yang kontekstual dan berbasis

pemenuhan dan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberagaman, kerukunan, serta toleransi

beragama dan berkeyakinan.
• Mengoptimalkan kinerja FKUB dengan dukungan sumber daya yang memadai.
• Melakukan kolaborasi multi pihak untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan

kebebasan terkait pendirian rumah ibadat.



Respons: politik kewargaan (citizenship)
• Bentuk-bentuk ketidakadilan dan politik ketidakadilan (Fraser 2009; Fraser & 

Olson 2008 dalam Hiariej & Stokke 2018)

Bentuk-bentuk 
ketidakadilan

Politik keadilan Penyelesaian ketidakadilan

Afirmasi Transformasi

Maldistribusi Politik redistribusi Negara kesejahteraan liberal Sosialisme

Mis-regkognisi (tidak 
ada pengakuan)

Politik pengakuan Multikulturalisme Dekonstruksi

Misrepresentasi Politik representasi Representasi proporsional Demokrasi substantif



Respons: demokrasi radikal
• Prasyarat demokrasi: kehadiran negara (state) kuat and people yang juga kuat

(Laclau 1985).
• Negara kuat & people lemah: rezim tiran/otoriter.
• Negara lemah & people kuat: plebisitarianisme, diktator mayoritas.
• Negara lemah & people lemah: klientelisme.
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